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1. Menurut bapak/ibu apakah penerapan pidana tambahan pencabutan hak 
politik terpidana korupsi melanggar HAM ?  
 

2. Apakah ada justifikasinya dari sudut pandang HAM ? 
 
3. Menurut bapak/ibu apakah penerapan pidana tambahan pencabutan hak 

politik terpidana korupsi melanggar DUHAM ? 
 

4. Atau melanggar Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Sosial dan 
Politik/UUD 1945/Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ? 

 
5. Apa saja dasar yuridis dari peraturan-peraturan HAM mengenai pencabutan 

hak politik terpidana korupsi ?  
 
 



 1 

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap proses penegakan hukum atas 
kasus-kasus korupsi yang saat ini berjalan ? 
 

2. Mengapa pengungkapan kasus korupsi sepertinya sangat sulit dilakukan ? 
 
3. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan strategi dasar penanggulangan 

tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan para penegak hukum ? 
 

4. Apakah bapak optimis pemberantasan korupsi bisa dilakukan di negara 
kita? 
 

5. Menurut bapak hukuman apa yang cocok diberikan kepada para koruptor 
supaya dapat menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun calon 
koruptor supaya mengurungkan niatnya ? 

 
6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai penerapan pidana tambahan 

pencabutan hak politik terpidana korupsi ?  
 

7. Apakah ada justifikasinya dari sudut pandang hukum pidana ? 
 
8. Menurut bapak, siapa saja terdakwa kasus korupsi (kriteria terdakwa) yang 

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tertentu ? 
 
9. Kapan pidana tambahan pencabutan hak politik dapat diterapkan kepada 

terpidana korupsi ? 
 
10. Menurut bapak apakah penerapan pidana pencabutan hak politik terpidana 

korupsi efektif dapat menjadi efek penjeraan terhadap para koruptor ? 
 
 
 
 


